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Lanjutan dar Halaman 1>

daerah.

Sumardi dalam sambutan-
nya mengatakan, dalam melak-
sanakan tugas pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung-
jawab keuangan Negara, BPK RI
mendapat kewenangan me-
minta data atau dokumen
kepada pihak yang diperiksa
(auditee) atau pihak terkait.
“Untuk mempermudah pero-
lehan data, BPK RI mem-
prakarsai pembentukan pusat
data dengan auditee melalui
strategi link and match,” ujar
Mardi.

Kata Mardi ; melalui nota
kesepahaman ini BPK RI
berharap pengelolaan dan
tanggungjawab  keuangan
Negara dapat lebih optimal
sehingga hasilnya dapat diper-
gunakan untuk mendorong
terwujudnya keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Lebih
jauh dijelaskan Hadi, melalui
BPK sinergi tersebut akan
memberikan manfaat yakni
mengurangi KKN secara siste-
matis, mendukung optimalisasi
penerimaan Negara, medukung
efisiensi dan efektifitas penge-
luaran Negara. “Apabila inisiatif
BPK tersebut dapat direali-
sasikan maka optimalisasi,
transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan dan tanggung-

jawab keuangan Negara akan
lebih cepat terwujud sehingga
diharapkan dapat dipergu-
nakan bagi sebesar-besarnya .
kemakmuran rakyat,” ung-

kapnya.
Sementara itu Gubernur
Sulteng - Drs H Longki

Djanggola, MSi mengatakan,
Pemda Sulteng menyambut
baik nota kesepahaman ini.
Dengan adanya reformasi keua-
ngan Negara maka diharapkan
pengelolakeuangan daerah bisa
lebih memahami dan lebih
berkualitas karena hal ini
merupakan bagian komponen
bangsa baik BPk maupun
pemda untuk mewujudkan hal
pengelolaan keuangan daerah
yang transparan dan akuntabel.
Lanjut Longki ada 3 manfaat
yang diperoleh dalam nota
kesepahaman ini yakni
pertama, akan terbentuk pusat
data BPK dengan mengga-
bungkan data elektronik BPK
dengan data elektronik setiap
SKPD sebagai‘auditee. Kedua,
mempermudah pemeriksaan
BPK dan ketiga, mendorong
transparansi dan akuntabel
data auditee. ;

Penandatanganan nota
kesepahaman iniikutdisaksikan
oleh ketua BPK RI Drs Hadi
Poernomo,Ak dan Sekjen BPK
RI Hendar Ristiawan SH.MH.
(Naf)




